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Normalisasi Ciliwung Berantakan

DKI Batal Bebaskan 118 Bidang Tanah
Dana Bagi Hasil dari Pusat Seret

JAKARTA (Pos Kota) - Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) tahun 2019 defisit, Pemprov DKI
Jakarta batal membebaskan 118 bidang tanah di banta-
‘ran kali. Padahal, pembebasan lahan itu bakal menor-
malisasi Sungai Ciliwung.

"Pembebasan 118
bidang tanah untuk
menormalisasi Cili-
wung itu, dibatalkan se-
mua,” ujar Kepala Dinas
Sumber Daya Air (SDA)
DKI Jakarta, Juaini
Yusuf, Senin (11/11).

Juaini mengatakan, Di-
nas SDA sebenarnya
sudah siap membayar
118 bidang tanahdengan
anggaran Rp160 miliar.
“Kami tinggal menunggu
Keputusan Gubernur
{Kepgub) soal penetapan
lokasi yang akan dibe-
baskan,” katanya.

Namun lantaran de-
fisit anggaran , pembe- -
basan lahan terpaksa

-dibatalkan. "Sebenarn-

ya kami sudah siap ba-
yar. Administrasinya se-
mua sudah siap, tapi
sekarang ini distop
karena defisit," sam-
bung Juaini.

Pada 2019, Dinas
SDA memilikianggaran
pembebasan lahan
Rp850 miliar untuk nor-
malisasi sungai dan
waduk. Anggaran yang
sudah diserap Rp350
miliar. Sisa anggaran
Rp 500 miliar, termasuk
Rp160 miliar untuk
pembebasan 118
bidang tanah di banta-
ran Ciliwung, dibatalkan
seluruhnya. “Ya bagai-

mana lagi, kan defisit
anggaran,” paparnya.

Dengan batalnya
pembebasan - 118
bidang tanah akhir
tahun ini, normalisasi
Ciliwung oleh Balai Be-
sar Wilayah Sungai Cil-
iwung - Cisadane
(BBWSCC) Kementeri-
an Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
(PUPR) terancam ter-
hambat. "Kalau tanah
itu belum dibayar,
bagaimana BBWSCC
mau kerja, ya susah,"
ucap Juaini.

DANA BAGI HASIL
Sekda Saefullah se-
belumnya mengatakan,
APBD 2019 defisit
karena pendapatan
berupa dana bagi hasil
dari pemerintah pusat

-sebesar Rp 6,39 friliun

belum disetorkan ke
Pemprov DKI Jakarta.

Dana bagi hasil salah -

satunya diberikan ber-
dasarkan penerimaan
pajak di daerah yang
disetorkan ke pemerin-
tah pusat. Karena itu,
pemerintah ~ pusat
berkewajiban memberi-
kan dana bagi hasil

yang bersumber dari

anggaran pendapatan

dan belanja negara

(APBN) kepada pemer-

(iohn/ruhv/st)

intah daerah.

URGEN
Menanggapi hal itu,

Ketua DPRD DKl Jakar- -

ta, Prasetyo Edi Marsu-
di mempertanyakan
keseriusan Gubernur
Anies Baswedan
menangani banjir di
ibukota. Menyusul diha-
pusnya anggaran pem-
bebasan lahan warga
bantaran Ciliwung.
Politisi PDI Perjuan-
gan ini menilai seharus-
‘nya Pemprov DKI Jakar-
ta tidak menghapus
anggaran pembebasan
lahan warga bantaran
Ciliwung.“Sungguh say-
ang. Seharusnya ang-
garan program tidak ter-
lalu mendesak yang di-
hapus seperti revitalisa-
si JPO. Atau pangkas
saja tunjangan kinerja
daerah PNS yang nilain-
ya jor-joran,” tegasnya..
‘Prasetyo mengata-
kan, pembebasan lahan
warga bantaran Cili-
wung adalah urgen lan-
taran bagian upaya
menormalisasi sungai
dalam mengatasi ban-
jir bandang.
anggaran itu dihapus,
bagaimana kota ini bisa
selesaikan. masalah
banjir,”  tandasnya.

“Kalau.



